e KEMENH ERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
{ (2/ “:'; \)’ | JI. Jenderal Sudirman, Senayan | (
\\ ZZI‘QE) 7 JAKARTA 10270 '
édwfgj o Telepon 3711144 (Hunting,
Nomor ©O3T120/45.1/0E/2012 8 Mei 2012
Lampiran 1 (Qaiu) berkas ,
Hal Peﬁyampdlan Salinan Keputusa ;
* Menfeﬂ Pendidikan dan Kebadayaan Nomor 091/P/2012"
me{ Sekretaris Jenderal }\emuwtuxdn Pcndxdlkan chn Ke Judayadn
2 Kepala Badan Pemeriksa Kemnqan Republik Indonesi
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Semuajé Direktur Jenderal i (Qinglu.:ng:m Kementerian Pendidikan dan -
Kebudayaan; ‘
5. Semua Kepala Badan d| lingkungan Kementerian Pendidikan  dan
- : Kebudgyaan'; | |
' 6. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
7. Semua Rektor pergurua ntnggl yang bersangkutan,
8. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, dan
Semua Sekretaris Badab di lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan; ‘
9. Yang bersangkutan.
Berkenaan dengan telah ditetapkannya : Keputusan Menteri  Pendidikan  dan
Kebudayaan Nomor 091/P/2012 témang Dewan Pengawas pada Perguruan Tinggi
yang Jiselenggarakan oleh Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan )
Badar wyanan Umum, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan
Kep it san Menteri Pendidikan dan Kmudaya n tersebut.
_ |
E Y Atas norhatsan Bapak/ibu, kami mengucapkan terima ka%th. 3

Konala f31|o Hukt anisasi,

,/4<ﬁ310610Q28}987O 1003
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SALINAN

KT“PUTUSAN MENTER] PENDIDIKAN DAN KIEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONISSIA

NOMOR 001/P/2012

'I‘EN’I‘/\N G . O

DEWAN PENGAWAS PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN
OLEH PEMERINTAH YANG MENERAPKAN | PENGELOLAAN KITUANGAN

BADAN .,‘\\ ANAN UMUM

MENTERI PENDIDIKAN DAN KE ] UDAYVAAN REPUBLIKIN: /()NI* SIA,

Menimbang

Mengingat

2L

b.

W

bahwa dalam | rangka pembinaan darn  pengawasin
terhadap perguruan tinggl yang disclenggarakan clch
Pemerintah yang rn(*nmapl\dr‘ pengelolaan keuangan
badan 1'«’.511312111«\.1‘1 umum, perlu membertyl  Dewan

- Pengawas;

bahwa berdasarkan Surat Mcenterl Keuangarn Nomor

T SR-34/MKO01/2012 Tanggal 27 Februari 2012 telab

disetujui  susunan dewan  pengawas pada badan
Jayanan umun perguruan tinggi yang disclenggarakan
olel Pemerintah;

(JEH LT W (JCECletandtt shelid (S Dadass L\<7‘?>;r j“:' tf ])”)'(‘Tv)“c‘l REATAS
dimaksud pada boeaf o dan hueaf , perhtmencrapkan

Keputusan  Menter P(..l.l(_l.ld.l&l dan Kebudayaan

Tentang Dev 'nf Pengawas pada Perguraz v Tingel vang
D1selcnggm‘ak6m oleh Pemerintah yang w’,‘cz‘w,z'za.pkezz,11

‘Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umurmn;

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
P(‘ndl(lﬂ an Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000,
Nomoz 78 T"‘xmlmlmn Lembaran Negara Nomor 4301);

Unda,nf7 Uncmm, Nomor 17 Tahun 2003 ntang
Keuangan  Negara  (Lembaran = Negara lapw_ ml\'

‘ Tndonwm ’Inhun 2002 Nomor 47, Tambahan Lemba

Ncq \m Wpubhk Indonesia Nmnor 4286);

Und mff 6] n(i nn Nomor 1 Tahun 2004 g
Pembendahiarann Negara (Lembaran Negara Repubiik®
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 1&113L.,|_]"11.;U‘1 Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Ui
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Neeara Republik Indonesia Nomor 4582},
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

ROt

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentan a
Pengelolaan dan Penycelenggaraan | Pendidikan
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, ""1}’111:)51,.11:?1:'1
Lernbaran Negara Nomor :‘"105) schagaimana  tclal
dmb“h dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahus
2010 tentang Perubahan Atas Peraturanr I~'f;;111cr11'n.::m
Nomor 17 ~
Penyelenguarann Pendidikan (Lembaran Negara Talian
2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5157,

6. Peraturan ‘Presiden Nomor 47 Tahun 2009 ten tang
Pembentukan dan Organisasi Kementerizn Neoara
sebagaimana telah beberapa kali  diubah  terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 201 1

7. Peraturan Presiden Republik  Indonesia Nomor 24
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Oxgan;wsz Tugas,
dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sehagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 972
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan TFungsi Kementerian Negara '\(,T{ﬂ susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Tselon | Kementerian
"Negara; ‘

8. Keputusan  Presiden  Nomor S4/P Tahun 2000
mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Fersatu 11
scbagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 59/P Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUTDAYAAN
TENTANG DEWAN PENGAWAS PADA  PER JURUAN
TINGGI YANG DI¢ I‘LI“\JQG/\I\‘\IU\N OLEH PEMIERINTAL
YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
L/\YAN[\N LMUM

Membentuk Dcwan Pengawas pada perguruan tingei vang
diselenggaral an olch Pemerintah yvang menereay \mx poll
Pengelolaan K¢ 11 m;v m Badan Layanan Umum (I - LU

Dewan l’eug(mwas \(,b«l raimana dimaksud pada Diktum
PERTAMA tcrdm xta

1. Dewan Pcng awas . Universitas Diponegors  dengan
susunan kc,anqrrotaan sechagaimana tercantum dalam
Lampu_‘an I Keputusan Menteri ini;

2. Dewan Pengawas sUniversitas  Padjadjaran  de ngan
susunan kcqnqoowan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II Keputusan Menteri 1ni;

Dewan Pengawas Universitas Negerli Malang dengan
susunan keanggotaan schagaimana tercantura dalam

O

Lampiran I Keputusan Menteri ini:

w

vy ~ e

4 Dewan D sy ormtyses cn T T o r e mamin § oo an I R R R e

¥
)
Fahun 2010 tentang  Pengelolaan dan
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KIETIGA

.

Crencana-sire iLC”l.‘» bmms dan rencana bisnis dan an

KEEMPAT

[

Dewan l"(‘rlgzi\vz"m Universitns  Brawipaya dengan
gusunan keanggotaan sebagainana torcantum dalomn
Ldﬂl‘)l! n vV Ke pulwmm Menteri o,

(@2

6. Dewan Pengawas Universitas Negerl Semarang dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantuim dalam
Lampiran VI Keputusan Menteri ini;

7. Dewan Ii’cnf-vaw-‘o Universitas Negeri Surabaya dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercanrtum dalam
La mpncm VI Keputusan Menteri ing;

8. Dewan: Pungax\ug Universitas Mulawarman dengan
susunan keanggotaan schagaimana tercantum dalam
Lampndn VI 1\( putusan Menteri 11115

|
9. Dewan; Penge mas Universitas Lampmw dengan
susunan ke mmmm aan sehbr mmnnum tercant i dalam
Lampiran [X Ke pn usan Menterl ing;

10. Dewan Puwcm(u Universitas Negeri Yogyakarta dengs
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran X chu tusan Menteri ini;

11. De‘wan‘ Pengawas Universitas  Benglulu - dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XI Keputusan Mentert int,

12. Dewan  Pengawas  Universitas Sriwijaya  dengan
susunan keanggolaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran X1 Keputusan Menter i

13. Dewan Pengawas Universitas Andalas dergan susunan
kearfggotann schagaimana e reantuam dalam Lampiran
X1 Keputusan Menteri ini;

14, Dewan  Pengawas  Universitas Halusico  dengan
susUan keangeotaan seboggdimana tercantum cladaam
Lampiran X1V Keputusan Mentert imni.

Dewan Pengawas schagannani dimaksud aalam Diktum
k}“DU/\ sesuai  dengan  kewenangannya melalaukan
pcn;mwnsan terhadap PIK-BLU mengenal pelaksanaan

serta k(‘pcxm an terhadap  peraturan  perundang
undangan pada masing-masing perguruan tinggl yang
bersangkutan. | '

Dewan Dcnguwa pada masing-masinng perguruan tinggl
qungf disele ngsz'u can oleh Pemerintah berleewajiban:

1. murmi\uu perkernbangan kegintan PK-BLAL

2. mcmbc’m\(m p(‘mdz_i_pm: dan  saran  kepada  Menterl
Pendidikan dan Kebudavaan dan Menteri Keuangan
mengenal rencana strategis bmﬂ dan rencana hisnis
dan anggaran yang ¢ diusulkan pejabat pengeloln PR-
BLU. '

melanorikan kepada Menter! Pend.dikan dan

(1D



/
: 4
JLIMA . Masa bakti Dewan Pengawas o (lima) tahun dan dapat
“ . diangkat kembali untuk 1 (satu} kali masa jabatan
berikutnya. :
CKIEENAM . Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputisan
Menteri ini dibebankan pada anggaran masing- masing
‘/,*’ ? perguruan tinggl schagaimana dimakaud dalam Diktam
o KEDUA, dan dimuat dalam rencana hisnis dan anggaran
,i, T .
masing-masing perguruan nggl.
; : b S8
KETUJUH . Keputusan Menteri - ini mulai berlaku  pada  tanggal

ditetapkan.

AV&._Q"%

D1Lctapk”m di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN -
REPUBLIK INDONIESIA,

TTD.

MOHAMMAL NUH

Dr. [}\ ]ng(,) Jllf’z]{IQGn{q S.H., M.H., DFM
196108 81987631003 |




|
\SALIT\AI\ LAMPIRAN \Y N
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYMN
NOMOR 091/P/2012
TENTANG , ' I '
DEWAN PENGAWAS PADA PERGURUAN TINGGI . VYANG
DISELENGGARAKAN  OLEH E PEMERINTAH  YANG MENBRAPKAN
PENGELOLAAN KEUANGAN BADA\I LAYANAN UMUM

? i

N DEWAN PENGAWA$ UNIVERSITAS_ BRAWIJAYA
NO. . NAMA 1 IN‘STAN 5L
I :
1. | Prof. Dr.Andi Pangcrang Moenta Biro Hukum dan Orﬁamsaor
S.H., M.H., DFM | ‘ L . Segen Kemdikbu:
23 | Drs. Ken DWIJUCTI’ISteadl Ak _ Kanwﬂ. DJ P Jawa Tim .ar ﬁI,
P M.Sc L : .

"H g1 e Vlal%g}?u s

P T A
g R R

. Pr 3 INTONET . :
3. rof. Dr. Ir. Abdul La et Abad-l" Universita's'Brawije_.fa

MS
4 | Dr. Bambamj PurnuanS1dh1 o o
{ MBA Ak S Unwcrsﬂas Brawijavea
S. Prof. Masruchi‘n Rubal’i,, S'.H.A,' MS . Universitas Brawijeva
MENTDRI PENDIDIKAN DAN KLJBLD/\"J\ f\ N
QEPUBLM{ INDONESI/\ ‘
TTD.
- . ' . MOHAMMAD NUH
=Y o ‘f ‘ O‘ff{AM : UE

‘Salinan sesuai dengan aslinya. |
Kepala Biro Hukum dan Olgamsa& S
K emcnl.enan andldlkan dan Kebudayaan

. s !
% .
|
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Dr.# Pangerang Moenta,S.H., M.H. DF\/I'
NIP 196108281987031003 s
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